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Abstract

This study analyzes the influence of the optimization of the SISKEUDES application and village financial management on financial performance through 
Standard Operating Procedures (SOP) as an intervening variable, in line with SDG No. 1. Using a quantitative approach and saturated sampling 
technique, the study involved village officials in Candi District, Sidoarjo Regency. The data were analyzed using SEM-PLS with SmartPLS 4 software. 
The results show that the optimization of SISKEUDES and financial management significantly affect financial performance, with SOP acting as a partial 
mediator. These findings highlight the importance of SOP integration in enhancing village governance and sustainable financial performance.


Keywords: SISKEUDES, Village Financial Management, Financial Performance, Standard Operating Procedures (SOP), Sustainable Development Goals 
(SDGs), SEM-PLS, Candi District


Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh optimalisasi Aplikasi SISKEUDES dan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja keuangan melalui Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagai variabel intervening, sesuai dengan SDG’s No. 1. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik sampling jenuh, 
penelitian ini melibatkan aparatur desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Analisis dilakukan dengan SEM-PLS menggunakan SmartPLS 4. Hasil 
menunjukkan bahwa optimalisasi SISKEUDES dan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan SOP berperan 
sebagai mediasi parsial. Temuan ini menekankan pentingnya SOP dalam meningkatkan tata kelola dan kinerja keuangan desa secara berkelanjutan.


Kata Kunci: SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Desa, Kinerja Keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), SEM-PLS, Kecamatan Candi


1. Pendahuluan


Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs No.1 yaitu "Tanpa 
Kemiskinan", pengelolaan keuangan desa harus  dilakukan secara transparan, akuntabel,  dan  efisien. Berdasarkan regulasi  yang berlaku,    
pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Salah satu instrumen utama dalam 
mendukung hal tersebut adalah penggunaan  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)   yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  bersama Kementerian Dalam Negeri [1]. 

Dalam konteks ini, desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa (  
Dana dari pemerintah pusat/APBN ) dan berbagai sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), BHR (Bagi 
Hasil Retrisbusi), Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi maupun Daerah, dan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang 
biasanya bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) atau yang kadang disebut dengan tanah bengkok (biasanya berupa sawah, kebun, tambak dan lain-
lain), bagi hasil atau subsidi maupun kontribusi dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hibah atau pihak ketiga, swadaya masyarakat desa 
dan usaha-usaha atau pendapatan lain yang sah yang diperoleh oleh Desa agar dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Semua Pemasukan atau 
anggaran yang masuk ke Desa tersebut diatas dikelolah oleh Pemerintah Desa untuk pembangungan atau biaya/belanja yang dikeluarkan untuk 
keperluan Desa. Baik berupa pembangunan, kegiatan, belanja ataupun lainnya untuk mendukung kerja Pemerintah Desa, terutama demi kesejahteraan 
masyarakat desa yang tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) [2]. Setiap tahunnya desa selalu membuat  rancangan 
APBDes yang terstruktur dalam sebuah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Semua anggaran desa yang masuk ke Rekening Desa bersumber 
dari Dana Transfer yang penggunaannya sudah diatur dalam Peraturan-peraturan yang sudah ada dengan skala prioritas belanja  sesuai masing-masing 
sumber anggaran [3]. Seperti  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,  serta  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun  2018.  Seluruh mekanisme  perencanaan  hingga pertanggungjawaban keuangan desa diatur secara ketat guna mendorong tata kelola yang 
transparan, partisipatif, dan akuntabel. Juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, optimalisasi dana desa menjadi bagian penting dalam 



percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang juga menjadi fokus utama dari SDGs No.1.

Secara global, tantangan dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara berkembang, 
pemerintah lokal menghadapi keterbatasan dalam sistem informasi keuangan [4], lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya standar 
prosedur baku yang menyebabkan ketidakefisienan penggunaan anggaran dan tingginya potensi korupsi [5]. Negara-negara seperti India, Filipina, dan 
beberapa wilayah di Afrika melaporkan bahwa lemahnya sistem pelaporan keuangan dan tidak adanya SOP yang jelas berdampak langsung pada 
buruknya pelayanan publik dan tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional seperti World Bank 
dan UNDP telah merekomendasikan penguatan sistem akuntabilitas publik melalui teknologi informasi dan penguatan SOP sebagai strategi untuk 
mencapai tujuan pengentasan kemiskinan [6].

Namun, meskipun Aplikasi Siskeudes telah digunakan secara luas di berbagai desa di Indonesia, kinerja keuangan desa masih belum optimal. Banyak 
desa yang mengalami kendala dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan dana desa. Seringkali dijumpai permasalahan yang ada di desa 
berkaitan dengan laporan keuangan. Ketika dilakukan pemeriksaan secara berkala (monitoring dan evaluasi serta rektu/pemeriksaan tertentu) oleh 
inpektorat selaku pemeriksa keuangan Kabupaten untuk desa yang dilakukan setiap tahunnya. Diantaranya adalah Ketika ditemukan 
kekurangan/kesalahan dalam laporan keuangan, terkadang terjadi saling menyalahkan satu sama lain dalam satu korp tim pengelola keuangan desa [7], 
yangmana untuk pelaku pengelola dan pelaksana kegiatan keuangan desa adalah Pengelola keuangan desa ( Kepala desa, sekretaris desa dan 
Bendahara desa ), serta dibantu oleh PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). 

Di sisi lain, keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) belum sepenuhnya diterapkan sebagai panduan kerja yang sistematis, sehingga proses 
pengelolaan keuangan masih banyak bergantung pada kebiasaan individu, bukan pada sistem yang terstandarisasi. Selain itu, keberadaan SOP dalam 
pengelolaan keuangan desa tidak hanya sebagai pelengkap administratif, namun merupakan implementasi langsung dari ketentuan dalam regulasi 
tersebut, termasuk yang diatur dalam Permendagri 20/2018 dan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021. Keberadaan SOP sendiri sebenarnya sudah ada 
dalam tiap desa khususnya di wilayah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun realita/kenyataannya penerapan di lapangan masih banyak desa 
yang belum mengerti sepenuhnya dan menjalankan SOP yang mereka buat sendiri sesuai arahan dan petunjuk dari dinas di atasnya yakni kecamatan. 
Sehingga problematika terjadi tidak hanya di dalam bahkan ada yang sampai keluar. Seperti kasus-kasus yang diangkat oleh wartawan peliput mengenai 
pembangunan desa, realisasi keuangan untuk bangunan dan kegiatan yang ada di desa. Dalam konteks ini, peran SOP tidak hanya sebagai alat 
administratif, melainkan sebagai bentuk nyata dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sejalan 
dengan pandangan [8], akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan 
perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan SOP yang berbasis pada prinsip akuntansi manajemen akan sangat mendukung pengelolaan 
keuangan desa yang akuntabel, efisien, dan selaras dengan pencapaian SDG's No.1. Namun realita/kenyataannya penerapan di lapangan masih 
banyak desa yang belum mengerti sepenuhnya dan menjalankan SOP yang mereka buat sendiri sesuai arahan dan petunjuk dari dinas di atasnya yakni 
kecamatan. Sehingga problematika terjadi tidak hanya di dalam bahkan ada yang sampai keluar. Seperti kasus-kasus yang diangkat oleh wartawan 
peliput mengenai pembangunan desa, realisasi keuangan untuk bangunan dan kegiatan yang ada di desa.

 Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran Aplikasi Siskeudes dan kualitas pengelolaan keuangan desa terhadap 
peningkatan kinerja keuangan, serta sejauh mana SOP dapat menjadi variabel intervening (perantara) dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menjadi 
penting mengingat bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa, 
sejalan dengan agenda SDGs. Hasil penelitian [9] menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sangat 
membantu perangkat desa dalam pelaporan keuangan, karena didasarkan pada prinsip, standar, serta prosedur baku. Keberadaan SOP dalam setiap 
tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, memungkinkan proses berjalan lebih tertib dan akuntabel. Hal ini 
menjadi penting karena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan 
dan pencapaian target pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, penelitian [10] menekankan pentingnya kapabilitas organisasi sebagai 
kapasitas untuk memobilisasi sumber daya melalui proses yang sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, SOP memegang 
peran krusial sebagai bentuk nyata dari kapabilitas organisasi, yang menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan konsisten, terukur, dan terintegrasi 
dengan sistem teknologi seperti Siskeudes. Ketika kapabilitas organisasi lemah, sistem inovatif seperti Siskeudes tidak mampu memberi dampak 
maksimal terhadap kinerja. Oleh karena itu, SOP bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan penting antara strategi dan hasil yang 
ingin dicapai, terutama dalam mewujudkan target SDGs No.1. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan investasi publik 
tidak akan efektif mengurangi risiko ketimpangan dan resesi jika tidak dimediasi oleh regulasi pemerintah atau sistem pengendalian internal yang kuat 
seperti SOP (Standard Operating Procedure). Regulasi pemerintah terbukti berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh strategi 
keuangan terhadap ketahanan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian [11] yang menekankan bahwa efektivitas strategi keuangan hanya 
berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi apabila difasilitasi oleh sistem regulasi atau SOP yang kuat dan terintegrasi dengan sistem informasi 
keuangan.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan 
menyusun model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara sistem teknologi informasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan SOP terhadap 
kinerja keuangan desa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian SDGs No.1.

Berdasarkan  latar  belakang   di atas,   rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana  pengaruh  optimalisasi 
Aplikasi Siskeudes  terhadap kinerja   keuangan desa? (2) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja keuangan? (3) Apakah 
SOP berperan sebagai variabel intervening antara Aplikasi Siskeudes dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan? (4) Bagaimana kontribusi 
dari masing-masing variabel terhadap pencapaian SDGs No.1? 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis pengaruh optimalisasi Aplikasi Siskeudes terhadap kinerja keuangan desa. (2) Menganalisis pengaruh 
pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja keuangan. (3) Mengetahui peran SOP sebagai variabel intervening dalam meningkatkan kinerja keuangan 
desa. (4) Menjelaskan keterkaitan hasil penelitian terhadap target pencapaian SDGs No.1. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : (1) Secara teoritis, memperkaya literatur tentang hubungan antara teknologi 
informasi, pengelolaan keuangan, SOP, dan kinerja keuangan dalam konteks pemerintahan desa. (2) Secara praktis, menjadi acuan bagi pemerintah 
desa dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Siskeudes dan SOP demi mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang 
akuntabel dan efektif. (3) Secara strategis, berkontribusi dalam pencapaian target SDGs khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui tata kelola 
keuangan desa yang baik. 

Tinjauan Konseptual dalam penelitian ini meliputi : 

1 Aplikasi Siskeudes

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah aplikasi berbasis komputer yang dirancang untuk mempermudah pemerintah desa dalam melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara elektronik. Optimalisasi Implementasi Siskeudes telah terbukti secara signifikan seperti 



yang dikemukakan dalam penelitian oleh [12] menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena sistem ini menyediakan platform yang terstruktur untuk pencatatan, 
pelaporan, dan pengawasan keuangan desa. Implementasi SISKEUDES memfasilitasi manajemen keuangan yang efisien dan pelaporan tepat waktu. 
Menurut [13] penerapan Siskeudes mempermudah pelacakan aliran dana dan memberikan kemudahan akses informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, termasuk Masyarakat. Tidak sedikit pula penyelewengan anggaran yang terjadi di beberapa desa karena oknum tertentu yang memang 
berniat tidak baik. Dengan nilai nominal yang tidak sedikit kucuran anggaran ke desa tentunya akan menarik banyak perhatian, terutama para 
penyeleweng anggaran dan media-media masa/peliput yang terkadang mencari permasalahan di desa terkait anggaran terutama dari sumber dana 
transfer Dana Desa. Karena memang Dana Desa (DD) yang diperoleh dari APBN biasanya senilai 1Miliar lebih untuk Desa-desa khususnya di wilayah 
Kecamatan Candi. Menurut [14]menyatakan bahwa tingginya alokasi Dana Desa dari APBN sering kali menjadi sasaran oknum tertentu yang berniat 
melakukan penyelewengan anggaran. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan di tingkat lokal. Sedangkan menurut Penelitian [15] menemukan 
bahwa minimnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan sistem pelaporan keuangan dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan potensi 
penyalahgunaan anggaran.  Penggunaan Dana Desa memang sudah di atur dalam Permendes (Peraturan Menteri Desa) maupun Perbup (Peraturan 
Bupati), namun terkadang didalam penerapannya atau pengimplementasiaannya kadang tidak sesuai, karena penginterprestasian orang dalam 
menterjemahkan aturan yang ada terkadang membingungkan sehingga realisasi anggaran tidak sesuai ketika dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 
Pihak Inspektorat kabupaten selaku badan pemerintah kabupaten yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran desa. Namun, dalam 
implementasinya, aplikasi siskeudes ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, 
rendahnya pemahaman teknologi di tingkat desa, serta kurang optimalnya prosedur operasional standar (SOP) yang mendukung pelaksanaan aplikasi 
ini. Seperti yang dikemukakan  oleh [16], kendala utama dalam implementasi Siskeudes adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia, 
khususnya dalam memahami teknologi dan regulasi keuangan yang berlaku. Dan Menurut [17] mencatat bahwa kurangnya pelatihan dan pendampingan 
kepada aparat desa turut menjadi faktor penghambat optimalisasi Siskeudes, selain dari kurang efektifnya SOP yang mendukung pelaksanaan. 
Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan Anggaran desa yang efektif, karena mereka membangun kepercayaan publik dan 
memastikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berdampak 
positif pada  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.  Menurut  Penelitian  [18] menunjukkan bahwa  transparansi dalam pengelolaan 
keuangan desa   berkontribusi pada meningkatnya  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.  Akuntabilitas yang baik memastikan 
bahwa dana yang diterima desa digunakan sesuai kebutuhan Masyarakat. Peneliti [19] menambahkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan desa 
melalui laporan yang jelas dan mudah dipahami dapat memperkuat pengawasan publik serta menekan potensi penyimpangan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan secara umum adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya keuangan dalam suatu 
individu, rumah tangga, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk 
memastikan stabilitas finansial, efisiensi penggunaan dana, dan keberlanjutan ekonomi. Sedangkan secara khusus  Pengelolaan keuangan desa  
adalah  serangkaian  kegiatan   perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban   atas  keuangan desa yang 
dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  dan disiplin anggaran.   Menurut Peneliti [20] menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa 
merupakan langkah strategis untuk memastikan dana desa digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan pembangunan 
desa. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran menjadi pilar utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan. Dan Menurut 
[21], transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip mendasar yang mendorong keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat, sehingga 
kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat. Proses Pengelolaan keuangan desa  ini bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan 
desa secara efisien dan efektif demi mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Komponen  pengelolaan keuangan 
desa terdiri dari  (a)  Keuangan desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang,  termasuk  segala  bentuk  
penerimaan dan pengeluaran desa yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan desa,  pembangunan,   pemberdayaan masyarakat, 
dan pembinaan kemasyarakatan.   (b) Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa mencakup dalam : tahapan pertama Perencanaan keuangan desa 
dituangkan dalam dokumen  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP  Desa)   dan  diterjemahkan dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APB Desa). Proses perencanaan ini melibatkan musyawarah desa untuk menjamin partisipasi Masyarakat, seperti yang disampaikan oleh peneliti [22] 
menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan keuangan desa melalui musyawarah desa. Partisipasi aktif ini memastikan 
bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Tahapan kedua adalah 
Pelaksanaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan APBDesa yang telah disahkan. Pelaksanaan ini mencakup penerimaan dan pengeluaran 
anggaran, seperti pembayaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Tahapan ketiga Penatausahaan keuangan 
desa mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai prosedur. Seperti dalam Penelitian oleh [23] menunjukkan bahwa 
penatausahaan yang baik, termasuk pencatatan transaksi keuangan yang tertib dan akurat, berperan penting dalam menghindari penyimpangan 
anggaran. Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang bertugas menyimpan bukti-bukti pengeluaran, penerimaan, dan 
pelaporan. Tahapan keempat adalah Pelaporan, dilakukan secara berkala dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berfungsi 
untuk memberikan informasi tentang penggunaan dana desa kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Tahapan kelima 
Pertanggungjawaban, dilakukan oleh kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran. 
Laporan ini diaudit oleh pihak yang berwenang, seperti Inspektorat Daerah, untuk memastikan akuntabilitas. Agar pengelolaan keuangan desa berjalan 
baik, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu transparansi: informasi mengenai keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat; 
Akuntabilitas : semua proses pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum ; Partisipasi : 
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; Disiplin Anggaran : pengelolaan harus  sesuai dengan aturan yang berlaku  dan 
anggaran yang telah disepakati. Peraturan terkai  Pengelolaan keuangan desa diatur dalam  beberapa regulasi, diantaranya adalah seperti  yang 
disampaikan Peneliti [24] mencatat bahwa  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa  menjadi dasar hukum yang kuat  dalam pengelolaan 
keuangan desa, dengan  tujuan utama untuk meningkatkan  pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.   Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Desa, dan Oleh [25] menyoroti peran  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang  
memberikan panduan teknis terkait tahapan dan prinsip pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif dan terstruktur. Tantangan dalam pengelolaan 
keuangan desa mengidentifikasi rendahnya kapasitas sumber daya manusia desa sebagai tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa ...[26] 
Solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan pelatihan perangkat desa, penguatan pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah, serta digitalisasi 
sistem keuangan desa. Menurut [27] menekankan pentingnya pengawasan partisipatif oleh masyarakat  dan  pemerintah daerah untuk  mencegah 
penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.    Pengelolaan keuangan desa yang baik  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
memperkuat kemandirian desa, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG’s), optimalisasi pengelolaan keuangan desa memiliki relevansi langsung dengan pencapaian tujuan pertama, seperti yang 



disampaikan Peneliti [25] menemukan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pertama SDGs, yaitu 
pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi melalui program pembangunan yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, 
dan kesehatan. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mengatasi 
ketimpangan sosial dan meningkatkan kemandirian desa [28] Dana desa, yang merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan desa, 
harus dikelola secara efektif untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan. Dengan 
pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat memaksimalkan manfaat dana desa dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut 
Peneliti [29] menyoroti bahwa digitalisasi sistem keuangan desa, seperti implementasi aplikasi keuangan desa, dapat meningkatkan efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dan Menurut [30] mencatat bahwa penguatan teknologi di tingkat desa, termasuk 
penggunaan aplikasi berbasis digital, membantu meminimalkan risiko human error dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

3. Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur operasional standar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam konteks keuangan desa, SOP dapat 
menjadi panduan kerja untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten dan sesuai aturan. Keberadaan SOP 
memegang peranan penting sebagai panduan teknis yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan setiap proses pengelolaan keuangan desa. Menurut 
[31] menekankan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan keuangan desa membantu menciptakan kepastian hukum serta mengurangi 
risiko penyimpangan anggaran. SOP juga menjadi panduan teknis bagi perangkat desa untuk melaksanakan tugas secara terarah dan efisien. SOP yang 
jelas dan terstruktur dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keselarasan dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES dengan regulasi 
yang berlaku. SOP (Standard Operating Procedure) Keuangan Desa adalah pedoman resmi yang mengatur pengelolaan keuangan di tingkat desa agar 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan akuntabel. SOP ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam 
mengelola dana desa, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, maupun sumber lainnya. Tahapan dalam SOP Keuangan Desa adalah a) 
Perencanaan Keuangan Desa, mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyerap aspirasi Masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes) sebagai acuan tahunan. Menyusun APBDes berdasarkan RKPDes, mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk mendapatkan 
persetujuan. Peneliti [32] mencatat bahwa tahap perencanaan keuangan desa yang melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) adalah langkah krusial 
untuk menjamin aspirasi masyarakat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Penyusunan APBDes yang didasarkan pada 
RKPDes menjadi langkah awal untuk pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. b) Penganggaran, setelah APBDes disetujui oleh BPD, 
dokumen disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes, dokumen APBDes disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat untuk 
dievaluasi. Demikian halnya seperti peneliti [33] menunjukkan bahwa penganggaran keuangan desa melalui pengesahan APBDes oleh BPD dan 
evaluasi oleh pemerintah daerah meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas proses perencanaan. c) Pelaksanaan Keuangan, Pendapatan Desa: 
menerima transfer dana desa dari pemerintah pusat, ADD, dan sumber lainnya, mencatat setiap penerimaan ke buku kas umum. Sedangkan Belanja 
Desa: melaksanakan belanja sesuai APBDes, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan Masyarakat, melengkapi setiap pengeluaran 
dengan bukti pendukung (kwitansi, faktur, atau nota). d) Penatausahaan, bendahara Desa mencatat setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku 
Bank, Buku Pajak, Buku Inventaris Desa dan seterusnya. Dokumen pendukung, seperti kuitansi atau laporan pengeluaran, disimpan dengan baik [34] 
menyebutkan bahwa pencatatan keuangan desa yang baik, seperti dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, memudahkan pengawasan dan 
pelaporan keuangan. Dokumentasi yang rapi juga menjadi dasar untuk pertanggungjawaban yang kredibel. e) Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 
Bendahara Desa menyusun laporan realisasi keuangan setiap triwulan. Laporan disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, dan masyarakat. 
Pertanggungjawaban akhir tahun disusun dalam bentuk Laporan Realisasi APBDes. Dokumen Pendukung dalam SOP Keuangan Desa  meliputi : Buku 
Kas Umum, Buku Kas  Pembantu  (Bank,  Pajak,  Kegiatan),  Buku  Inventaris  Desa,  Kwitansi atau nota pembelian. Peraturan Desa tentang APBDes, 
Laporan Realisasi APBDes [35] menyoroti bahwa laporan keuangan triwulanan yang disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, dan masyarakat 
meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa  Tantangan dalam Pelaksanaan SOP Keuangan 
Desa diantaranya adalah Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan, Kendala teknis seperti keterbatasan akses teknologi, 
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Menurut [36] kendala utama dalam pelaksanaan SOP keuangan desa adalah kurangnya 
pemahaman perangkat desa terhadap aturan dan prosedur pengelolaan keuangan. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahan administrasi atau 
ketidaksesuaian dengan regulasi. Dan Menurut [37] menemukan bahwa akses teknologi yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan 
dalam penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti Siskeudes. Sedangkan Solusi dalam Pelaksanaan SOP Keuangan Desa diantaranya 
adalah Pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa, Pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa [38] 
menyarankan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada perangkat desa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam 
mengelola keuangan desa[39]menekankan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana, seperti aplikasi pengelolaan keuangan berbasis digital, dapat 
mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. 
Meningkatkan transparansi melalui papan informasi atau forum desa. Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peneliti 
[40] menemukan bahwa transparansi yang ditingkatkan melalui papan informasi atau forum desa berkontribusi pada penguatan pengawasan 
Masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga mendorong rasa tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana. Dan Peneliti [41] menambahkan 
bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas kepala 
desa. 

4. Kinerja Keuangan Desa

Kinerja keuangan desa merupakan ukuran efektivitas dan efisiensi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan 
pembangunan. Kinerja ini mencakup bagaimana desa merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan penggunaan anggaran untuk 
mencapai tujuan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut penjelasan detail aspek-aspek 
kinerja keuangan desa diantaranya adalah 1) Perencanaan Keuangan, dilakukan melalui  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  yang 
diturunkan menjadi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).  [42] menjelaskan bahwa perencanaan keuangan desa melalui  Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)  merupakan langkah awal dalam memastikan 
penggunaan anggaran yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam musyawarah desa adalah kunci untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Beberapa poin penting:  Pendapatan  Desa  : Bersumber dari  Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), 
Pendapatan Asli Desa   (PAD), bagi  hasil  pajak,   retribusi daerah,   dan  sumber lain yang sah ; Belanja Desa: Dialokasikan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan Masyarakat; Transparansi: Rencana keuangan harus melibatkan masyarakat 
melalui musyawarah desa. [43] menekankan pentingnya penyusunan APB Desa yang komprehensif, mencakup sumber-sumber pendapatan seperti 
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD), untuk mendukung keberlanjutan Pembangunan 2) Pelaksanaan 
Keuangan, yang pengelolaan Anggaran adalah Kepala desa bersama perangkat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran sesuai Rencana 



Kerja Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan. Efisiensi: Menggunakan anggaran secara optimal untuk meminimalkan pemborosan. Efektivitas: 
Memastikan belanja desa menghasilkan dampak positif sesuai tujuan yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan 
kesejahteraan Masyarakat[44] menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran desa yang efektif bergantung pada pengawasan yang ketat dan pengelolaan 
yang efisien Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun. 
3) Pengawasan Keuangan, bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Terdapat beberapa lapisan 
pengawasan yaitu Internal Desa: Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas utama di tingkat desa. Eksternal: Dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten/Kota dan lembaga lain yang berwenang. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan 
keuangan melalui musyawarah dan laporan public. 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaba, kepala desa wajib menyusun laporan keuangan desa secara 
berkala yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan pendapatan dan belanja desa; Laporan Kekayaan Milik Desa: Meliputi aset 
yang dimiliki desa; Laporan Akhir Tahun: Disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; Akuntabilitas Publik: Desa harus 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan desa. 5) Indikator Kinerja Keuangan Des, kinerja keuangan desa dapat 
diukur melalui beberapa indicator yaitu (a) Rasio Keuangan:Rasio pendapatan terhadap belanja dan Rasio belanja operasional terhadap belanja modal 
[45] menyatakan bahwa efektivitas belanja desa dapat diukur dari sejauh mana program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur atau 
pemberdayaan masyarakat, memberikan dampak positif bagi Masyarakat (b) Ketepatan Waktu: Ketepatan penyusunan APB Desa dan Ketepatan 
realisasi belanja dan pelaporan. (c) Efisiensi dan Efektivitas: Kemampuan desa mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. (d) 
Transparansi: Publikasi laporan keuangan dan keterlibatan masyarakat. 6) Tantangan dalam Kinerja Keuangan Desa, Kapabilitas SDM: Perangkat desa 
seringkali kekurangan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, Korupsi dan Penyalahgunaan Dana: Kurangnya pengawasan ketat dapat meningkatkan 
risiko penyelewengan, [40] menyoroti bahwa pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal oleh 
Inspektorat Kabupaten/Kota sangat penting untuk mencegah penyimpangan anggaran. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga dapat 
meningkatkan akuntabilitas. Kompleksitas Regulasi: Perubahan regulasi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran, Partisipasi Masyarakat 
yang Rendah: Rendahnya keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi kualitas pengawasan dan akuntabilitas. [46] menemukan bahwa keterlibatan 
masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, seperti melalui musyawarah desa, mampu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi. 
7) Upaya Peningkatan Kinerja Keuangan Desa diantaranya adalah pelatihan SDM: Memberikan pelatihan keuangan kepada perangkat desa, Penguatan 
Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes): Mengintegrasikan teknologi untuk transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan, Pengawasan Lebih 
Ketat: Memperkuat peran BPD dan mendorong pengawasan Masyarakat, Penghargaan dan Sanksi: Memberikan penghargaan bagi desa yang 
mengelola keuangan dengan baik dan sanksi untuk pelanggaran. Kinerja keuangan desa yang optimal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi 
seperti SISKEUDES, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam mengelola keuangan secara komprehensif dan professional.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain : 1) Menurut [47] Penelitian kuantitatif ini meneliti  pengaruh   SISKEUDES terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.   Dengan menggunakan data dari 81 desa, hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES  memiliki   pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan   keuangan desa. 2) Penelitit 
[48] menjelaskan Penelitian ini menganalisis  pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES) 
terhadap  kinerja pengelolaan keuangan desa   di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi  
perangkat desa dan peran  aplikasi  SISKEUDES berpengaruh signifikan  terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.   3) Selanjutnya Peneliti [49] 
Dimana Penelitian ini  menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa   melalui pengelolaan keuangan desa sebagai 
variabel intervening   di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan sumber daya  
manusia  memiliki pengaruh  signifikan terhadap pengelolaan  keuangan   dan kinerja pemerintah desa.   4) Peneliti  [50] Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kinerja karyawan pada perusahaan daerah (PDAM) Tirta Bengi. 
Hasil Penelitian, ditemukan bahwa penerapan SOP secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. SOP berfungsi sebagai pedoman 
kerja yang meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam menjalankan tugas. 5) Peneliti [51] mengemukakan Penelitian ini menganalisis implementasi 
kebijakan SOP dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil 
Penelitian: SOP terbukti memainkan peran penting dalam mendukung konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja. 
Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya seperti pemahaman yang belum merata di antara pegawai. 

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu belum banyak yang menggabungkan keempat variabel-Siskeudes, pengelolaan keuangan, SOP, dan kinerja keuangan dalam 
satu kerangka model, apalagi dengan kerangka SDGs sebagai dasar pendorong utama. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan 
yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi ruang lingkup, pendekatan analisis, fokus variabel, maupun relevansi 
terhadap SDGs, sebagai berikut:

Aspek	 Penelitian Ini	 Penelitian Terdahulu

Lokasi dan Ruang Lingkup	 Mengambil seluruh desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai unit analisis, memberikan 
cakupan empiris yang lengkap pada satu kecamatan.	 Biasanya terbatas pada beberapa desa dalam satu kabupaten atau provinsi tertentu tanpa fokus 
menyeluruh pada satu kecamatan spesifik.

Variabel Penelitian	 Menganalisis empat variabel: (1) Optimalisasi Aplikasi Siskeudes, (2) Pengelolaan Keuangan Desa, (3) SOP sebagai variabel 
intervening, dan (4) Kinerja Keuangan Desa.	Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti hubungan dua atau tiga variabel, misalnya 
Siskeudes dan transparansi (Widodo, 2019), atau pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan (Ananda &amp; Sari, 2020).

Model Analisis	Menggunakan model intervening dengan SOP sebagai perantara hubungan antara input (Siskeudes dan pengelolaan) dan output (kinerja 
keuangan).	 Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan model regresi langsung tanpa mempertimbangkan variabel perantara/intervening.

Pendekatan SDGs	 Secara eksplisit mengaitkan hasil penelitian dengan SDGs No.1: Tanpa Kemiskinan, menjadikan penelitian ini tidak hanya teknis, 
tapi juga strategis dalam mendukung agenda pembangunan global.	 Sebagian besar belum mengaitkan hasil penelitian dengan SDGs, sehingga 
kurang menunjukkan relevansi strategis jangka panjang.

Konteks SOP	 Menempatkan SOP sebagai variabel kunci dan strategis dalam memastikan konsistensi implementasi Siskeudes dan pengelolaan 
keuangan desa.	 Penelitian seperti Putri (2021) hanya melihat SOP sebagai faktor pendukung administratif, belum sebagai perantara strategis.

Tingkat Analisis Praktis	 Memberikan rekomendasi berbasis empiris pada level mikro (desa), meso (kecamatan), dan makro (kabupaten) dengan 
kemungkinan dijadikan model replikasi di daerah lain.	 Rata-rata penelitian sebelumnya hanya berhenti pada level mikro (desa) atau makro (provinsi) 
tanpa integrasi antar level.


Dengan demikian, keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang integratif dan sistemik, yang tidak hanya menggabungkan empat variabel 



penting dalam satu model, tapi juga mengarahkan hasilnya pada tujuan strategis nasional dan global, yakni pengentasan kemiskinan melalui 
pengelolaan keuangan desa yang optimal.

Agar penelitian lebih fokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 1) Penelitian ini hanya mencakup desa-desa yang menggunakan 
aplikasi SISKEUDES; 2) Fokus pada pengaruh optimalisasi aplikasi SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa, dan peran SOP terhadap kinerja 
keuangan desa; 3) Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan pengumpulan data pada periode tertentu.


Kerangka Konseptual

Penelitian ini membangun model konseptual sebagai berikut :

1. X1: Optimalisasi Aplikasi Siskeudes

2. X2: Pengelolaan Keuangan Desa

3. Z: SOP sebagai variabel intervening

4. Y: Kinerja Keuangan Desa

5. Tujuan akhir: Kontribusi terhadap SDGs No.1


Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem dan proses akan memberikan dampak optimal terhadap kinerja keuangan desa jika 
didukung oleh SOP yang dijalankan secara konsisten.

Penjelasan Bagan Kerangka Pikir : 1) Optimalisasi Aplikasi Siskeudes (X1) - Teknologi informasi yang dioptimalkan melalui pelatihan dan penggunaan 
fitur lengkap akan memperkuat pengelolaan keuangan dan mendorong pembentukan SOP. 2) Pengelolaan Keuangan Desa (X2) - Manajemen keuangan 
yang baik berdasarkan regulasi mendorong kebutuhan terhadap SOP yang standar. 3) SOP (Z) - Menjadi penghubung yang menjamin sistem berjalan 
sesuai standar dan tidak tergantung pada individu. 4) Kinerja Keuangan Desa (Y) - Indikator keberhasilan dari seluruh sistem dan prosedur yang 
diterapkan. 5) SDGs No.1 - Kinerja keuangan yang baik berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui program-program desa yang tepat 
sasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini membangun kerangka pikir yang terstruktur dan sistematis, menunjukkan bahwa : 1) 
Teknologi (Siskeudes) dan manajemen keuangan tidak cukup jika tidak didukung oleh SOP yang konsisten. 2) SOP menjadi faktor kunci 
transformasional yang memastikan semua sistem berjalan secara akuntabel dan efektif. 3) Dampak akhirnya adalah peningkatan kinerja keuangan desa, 
yang selanjutnya mendorong penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan agenda SDGs No.1.


2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksplanatori. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat 
antar variabel yang diteliti, yaitu optimalisasi aplikasi SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa, prosedur operasional standar (SOP), dan kinerja 
keuangan desa. Penelitian eksplanatori memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel melalui analisis 
statistik. 

Penelitian dilakukan pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena desa-desa 
tersebut telah mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan pada periode tertentu yang 
relevan dengan jadwal pengumpulan data yang telah ditetapkan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di desa-desa yang berada di Kecamatan Candi, 
Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak 24 Desa. 

Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria berikut: desa yang telah mengimplementasikan aplikasi 
SISKEUDES minimal selama satu tahun dan perangkat desa  yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa,   seperti kepala desa, 
sekretaris  desa,   dan  bendahara  desa.  Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin· 

dengan:

n = jumlah sampel,

N = jumlah populasi,

e = margin of error (0,05 atau 5%).

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel  sebanyak  100  responden. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data   kuantitatif berupa angka atau skor yang diukur melalui instrumen penelitian. Sumber 
data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
seperti laporan keuangan desa dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan: 1) Kuesioner, sebagai instrumen  utama   untuk  mengukur variabel  penelitian.  2) Dokumentasi,  yang 
melibatkan pengumpulan data sekunder dari  dokumen  resmi seperti  laporan  realisasi APBDes dan SOP desa.

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini menggunakan empat variabel utama: 1) Optimalisasi Aplikasi SISKEUDES (X1): Penggunaan aplikasi 
untuk meningkatkan efisiensi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  2)  Pengelolaan Keuangan  Desa  (X2): Serangkaian  aktivitas  
perencanaan, pelaksanaan, pencatatan,  pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.   3) Prosedur Operasional Standar (SOP) (Z): 
Pedoman teknis yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan desa. 4) Kinerja Keuangan Desa (Y): Indikator keberhasilan pengelolaan 
keuangan desa yang mencakup efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Uji Instrumen:

  1. Uji Validitas: Menggunakan analisis korelasi antar item dengan total skor untuk memastikan setiap item mengukur variabel yang dimaksud.

  2. Uji Reliabilitas: Menggunakan nilai Cronbach’s Alpha, dengan nilai ≥ 0,7 sebagai batas minimal diterima.

2. Analisis Statistik: 

a) Analisis Deskriptif: Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, dan grafik  untuk  menggambarkan karakteristik  data. 

b)  Uji Asumsi Klasik: Meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan  autokorelasi. 

c)  Analisis Regresi Linier Berganda:    Untuk  menguji  pengaruh  langsung antar  variabel bebas terhadap variabel terikat.  

d) Analisis Jalur (Path Analysis): Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dengan mempertimbangkan peran variabel 
intervening (SOP).

e)Analisis dengan Aplikasi SmartPLS (Partial Least Squares): Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel laten secara simultan, 
terutama saat data tidak berdistribusi normal atau ukuran sampel relatif kecil. SmartPLS digunakan untuk:

1) Mengestimasi model pengukuran (outer model), yang mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk melalui indikator seperti Average Variance 



Extracted (AVE), Composite Reliability, dan Outer Loading.

2) Mengestimasi model struktural (inner model), untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel laten menggunakan path coefficient dan 
bootstrapping.

Rumus dasar dalam SmartPLS melibatkan model regresi:


di mana:

Y = Kinerja Keuangan Desa

X1· = Optimalisasi SISKEUDES

X2· = Pengelolaan Keuangan Desa

Z = SOP

ε = galat/error

Pengujian dilakukan menggunakan nilai t-statistik hasil bootstrapping, dengan nilai signifikan jika t &gt;1,96t &gt; 1,96t &gt;1,96 pada α = 0,05.

Etika Penelitian dilakukan dengan menjaga kerahasiaan data responden dan memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai kode etik penelitian. 
Responden diberi informasi jelas mengenai tujuan penelitian dan diminta persetujuan secara sadar sebelum berpartisipasi	 


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden dari 24 desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Responden merupakan aparat  desa yang terlibat 
langsung dalam pengelolaan keuangan desa,  terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pelaksana kegiatan anggaran.

Distribusi responden berdasarkan jabatan:

Jabatan	 Jumlah	 Persentase

Kepala Desa	 24	 24%

Sekretaris Desa	 24	 24%

Bendahara Desa	 24	 24%

PKA/TPK	28	 28%

Total	 100	 100%


3.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas : (1) Uji Validitas menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading &gt; 0.7, dan AVE (Average Variance 
Extracted) untuk setiap konstruk berada di atas 0.5. Ini menunjukkan validitas konvergen terpenuhi. (2) Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa semua 
konstruk memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha &gt; 0.7, menunjukkan bahwa instrumen ini reliabel.

3.3 Hasil Analisis SmartPLS

3.3.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Variabel	 AVE	CR	 Keterangan

Optimalisasi Siskeudes (X1)	 0.62	0.88	Valid dan reliabel

Pengelolaan Keuangan (X2)	 0.65	0.89	Valid dan reliabel

SOP (Z)	 0.67	0.90	Valid dan reliabel

Kinerja Keuangan Desa (Y)	 0.69	0.91	Valid dan reliabel


3.3.2 Model Struktural (Inner Model)

Berikut adalah hasil uji hipotesis menggunakan bootstrapping:

Hipotesis	Hubungan	 Koefisien	t-statistik	 p-value	 Kesimpulan

H1	 X1 → Y (langsung)	 0.21	2.45	0.015	 Signifikan

H2	 X2 → Y (langsung)	 0.26	2.89	0.004	 Signifikan

H3	 X1 → Z	 0.30	3.22	0.001	 Signifikan

H4	 X2 → Z	 0.34	3.85	0.000	 Signifikan

H5	 Z → Y	 0.40	4.10	0.000	 Signifikan


3.3.3 Uji Pengaruh Tidak Langsung (Intervening)

X1 → Z → Y: 0.30 × 0.40 = 0.12

X2 → Z → Y: 0.34 × 0.40 = 0.136

Kedua pengaruh tidak langsung signifikan, menunjukkan SOP berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Optimalisasi Siskeudes terhadap Kinerja Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa optimalisasi aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan desa. Hal ini menunjukkan 
bahwa penggunaan sistem digital berbasis regulasi mampu meningkatkan efisiensi pencatatan, pelaporan, dan pelacakan penggunaan dana desa 
secara transparan dan akuntabel.

3.4.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan desa secara sistematis, sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
berdampak langsung pada efektivitas kinerja keuangan. Temuan ini konsisten dengan prinsip akuntabilitas dan disiplin anggaran sebagai pilar utama 
pengelolaan keuangan desa.

3.4.3 Peran SOP sebagai Variabel Intervening

SOP terbukti memainkan peran penting dalam menjembatani pengaruh Siskeudes dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja. Dengan SOP yang 
terstruktur, semua aktivitas keuangan menjadi lebih konsisten, tidak bergantung pada individu, dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3.4.4 Relevansi terhadap SDGs No.1

Kinerja keuangan desa yang meningkat berimplikasi pada keberhasilan program-program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti 



peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, temuan ini menegaskan kontribusi positif dari tata kelola keuangan desa 
terhadap pencapaian SDGs No.1: Pengentasan Kemiskinan.


Tabel Hasil Statistik SmartPLS

Tabel 1. Hasil Path Coefficient dan Signifikansi

Hipotesis	Hubungan	 Koefisien	t-statistik	 p-value	 Kesimpulan

H1	 X1 → Y	 0.21	2.45	0.015	 Signifikan

H2	 X2 → Y	 0.26	2.89	0.004	 Signifikan

H3	 X1 → Z	 0.30	3.22	0.001	 Signifikan

H4	 X2 → Z	 0.34	3.85	0.000	 Signifikan

H5	 Z → Y	 0.40	4.10	0.000	 Signifikan


Tabel 2. Pengaruh Tidak Langsung (Intervening)

Jalur	 Perhitungan	 Nilai Pengaruh

X1 → Z → Y	 0.30 × 0.40	 0.12

X2 → Z → Y	 0.34 × 0.40	 0.136


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan

1. Optimalisasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Implementasi sistem keuangan berbasis digital ini terbukti 
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Siskeudes memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang lebih 
tepat waktu dan terstandar.

2. Pengelolaan keuangan desa secara sistematis memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Setiap tahapan-dari 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban-jika dilakukan sesuai prosedur, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pemanfaatan dana desa.

3. SOP (Standard Operating Procedure) berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh Siskeudes dan pengelolaan keuangan 
terhadap kinerja keuangan desa. SOP menjadi pedoman teknis yang menjamin konsistensi implementasi, serta mengurangi ketergantungan pada 
individu atau kebiasaan personal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan keuangan.

4. Kinerja keuangan desa yang baik mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs No.1 (Tanpa Kemiskinan). Melalui 
pengelolaan dana desa yang akuntabel, desa mampu menjalankan program-program pembangunan yang tepat sasaran, memberdayakan masyarakat, 
dan memperkecil angka kemiskinan secara signifikan.

1. 4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Perangkat desa diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes, serta 
konsisten menerapkan SOP dalam pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas dan efisiensi dapat terus ditingkatkan.

2.  Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten

Disarankan untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi SOP dan Siskeudes, melalui pelatihan rutin, pendampingan 
teknis, serta evaluasi berkala yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

3. Bagi Pengembang Aplikasi Siskeudes dan Regulator

Diperlukan pembaruan fitur secara berkala agar aplikasi lebih user-friendly dan adaptif terhadap perubahan regulasi. Di samping itu, regulasi terkait SOP 
perlu lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas wilayah studi, menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat atau 
kapabilitas sumber daya manusia, serta menggunakan metode campuran (mix-method) agar hasil lebih mendalam.
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Abstract 


This study analyzes the influence of the optimization of the SISKEUDES application 

and village financial management on financial performance through Standard 

Operating Procedures (SOP) as an intervening variable, in line with SDG No. 1. Using 

a quantitative approach and saturated sampling technique, the study involved village 

officials in Candi District, Sidoarjo Regency. The data were analyzed using SEM-PLS 

with SmartPLS 4 software. The results show that the optimization of SISKEUDES and 

financial management significantly affect financial performance, with SOP acting as 

a partial mediator. These findings highlight the importance of SOP integration in 

enhancing village governance and sustainable financial performance. 




Keywords: SISKEUDES, Village Financial Management, Financial Performance, 

Standard Operating Procedures, Sustainable Development Goals  
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INTRODUCTION 

Supardi, S., Sriyono, &amp; Yulianto, 2022) emphasizes the importance of organizational 

capability as the capacity to mobilize resources through a systematic process to achieve the 

desired goals. In this context, SOPs play a crucial role as a tangible form of organizational 

capability, which ensures that village financial management runs consistently, measurably, 

and is integrated with technology systems such as Siskeudes. When organizational 

capabilities are weak, innovative systems such as Siskeudes are unable to provide maximum 

impact on performance. Therefore, SOP is not just an administrative complement, but 

becomes an important bridge between strategy and the desired results, especially in realizing 

SDGs target No. 1. Previous research also shows that public investment management 

strategies will not be effective in reducing the risk of inequality and recession if they are not 

mediated by government regulations or strong internal control systems such as SOPs 

(Standard Operating Procedures). Government regulations have been shown to act as 

intervening variables that strengthen the influence of financial strategies on economic 

resilience, as explained in the study (Supardi, S., Sriyono, S., &amp; Oyong Lisa, 2025) which 

emphasizes that the effectiveness of financial strategies only has a significant impact on 

economic performance if facilitated by a strong regulatory system or SOP and integrated 

with the financial information system.                   

Several previous relevant studies include: 1) According to ( Mega, K. N., Kalangi, L., 

&amp; Kapojos,  2022)  This  quantitative  study examines the effect of   SISKEUDES  on the 

accountability of village financial management  in East Bolaang Mongondow Regency. 

Using data from 81 villages, the results of the regression analysis show that the use of 

SISKEUDES  has a positive effect on the accountability of village  financial management. 2) 

Researchers (Kusuma &amp; Ardhiarisca, 2022) explain This study analyzes  the effect of village apparatus  competence   and  the role of  the Village 
Financial System (SISKEUDES)  

application  on the performance of village financial management  in  Kota Sumenep  District,  

Sumenep  Regency. The   results  show that the competence of village  apparatus and the role 

of the SISKEUDES application have a  significant effect on the performance of village 

financial management.  3) Furthermore, Researchers (Rulyanti et al., 2018) Where This study 

analyzes  the  factors that influence  the performance of the village government   through village 

financial management as an intervening variable  in Bondowoso Regency, East  Java.   The  
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results of the study indicate that organizational commitment  and human resources have a 

significant  influence on financial management and village government performance. 4) 

Researchers (Basyirah &amp; Sahara, 2021)  This study aims to determine the effect of  the 

implementation of Standard Operating Procedures (SOP) on employee performance at the 

Tirta Bengi regional company (PDAM).  The results of the study found that  the  

implementation of SOPs  had a  significant  positive  effect on   employee performance. SOPs 

function as work guidelines that increase efficiency and consistency in carrying out tasks. 5) 

Researchers (Permata Ayu Putri S. et al., 2022) stated This study analyzes the 

implementation of SOP policies in the process of preparing government agency performance 

accountability reports (LAKIP) at the West Java Provincial Secretariat. Research Results: 

SOPs have been shown to play an important role in supporting consistency, efficiency, and 

accountability in preparing performance reports. However, there are challenges in its 

implementation such as uneven understanding among employees. 


REVIEW OF LITERATURE 

Siskeudes Application 

Siskeudes (Village Financial System) is a computer-based application designed to 

facilitate village governments in planning, implementing, and reporting finances 

electronically. Optimization of Siskeudes Implementation has been proven significantly as 

stated in research by ( Puspitawati, L., Amanda, K., &amp;  Surtikanti,   2023)  showing that the 

 implementation of the Village Financial System (Siskeudes)  can  increase  accountability  and 

transparency in  village financial management. This   happens because this system provides a 

structured platform for recording, reporting, and monitoring village finances. The 

implementation of SISKEUDES facilitates efficient financial management and timely 




reporting. According to (Kurniawan, 2022) the implementation of Siskeudes makes it easier 

to track the flow of funds and provides easy access to information to interested parties, 

including the Community. There are also quite a few budget misappropriations that occur in 

several villages because certain individuals have bad intentions. With a nominal value that 
is not small, the budget disbursement to the village will certainly attract a lot of attention, 

especially budget embezzlers and the mass media/reporters who sometimes look for 
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problems in the village related to the budget, especially from the source of funds for Village 

Fund transfers. Because the Village Fund (DD) obtained from the APBN is usually worth 

more than 1 billion for villages, especially in the Candi District area. According to (Sari and 

Nugraheni, 2019) stated that the high allocation of Village Funds from the APBN is often 

the target of certain individuals who intend to embezzle the budget. This is exacerbated by 

weak supervision at the local level. Meanwhile, according to research (Faizah &amp; Halima, 

2024) found that the lack of understanding of village officials regarding regulations and 

financial reporting systems can lead to errors or even potential misuse of the budget.  The use 

of Village Funds has indeed  been regulated in the Permendes ( Regulation of the Minister of 

Villages)  and Perbup (Regent Regulation), but sometimes in its application or 

implementation it is sometimes not appropriate, because people's interpretation in translating 

existing regulations is sometimes confusing so that budget realization is not appropriate when 

monitoring and evaluation is carried out by the District Inspectorate as the district 

government agency tasked with overseeing the use of village budgets. However, in its 

implementation, this Siskeudes application often faces various challenges, such as limited 

competent human resources, low understanding of technology at the village level, and less 

than optimal standard operating procedures (SOPs) that support the implementation of this 

application. As stated by (Santoso and Prasetyo, 2020), the main obstacle in the 

implementation of Siskeudes is the low competence of human resources, especially in 

understanding applicable technology and financial regulations. And according to (Triyana 

Handayani, 2019) noted that the lack of training and assistance to village officials also 

became a factor inhibiting the optimization of Siskeudes, apart from the ineffectiveness of 

the SOPs that support implementation. Transparency and accountability are essential for 

effective village budget management, as they build public trust and ensure responsible use 

of resources. Studies show that the presentation of financial reports and accessibility have a 

positive impact on accountability in village financial management. According to research 

(Gayatri, G., Latrini, M. Y., &amp; Widhiyani, 2017) shows that transparency in village financial 

management contributes to increasing public trust in the village government. Good 

accountability ensures that the funds received by the village are used according to the needs 

of the community. Researchers (Pahlawan, Wijayanti, 2020) added that the accessibility of 
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village financial information through clear and easy-to-understand reports can strengthen 

public supervision and reduce the potential for irregularities. 


Financial Management 

Financial  management  in general is  the process of planning, organizing, directing, and controlling financial resources   in an individual, 
household, or organization to achieve 

certain goals. Financial management includes various activities aimed at ensuring financial 

stability, efficient use of funds, and economic sustainability. Meanwhile, specifically,  village 

financial management is a series  of  planning, implementation, administration, reporting, and  

accountability activities for village finances that are carried out transparently, accountably, 

participatively, and with budget discipline. According to the researcher (Syachbrani, 2024), 

village financial management is a strategic step to ensure that village funds are used 

efficiently, transparently, and accountably in accordance with village development goals. 

The principles of transparency, accountability, participation, and budget discipline are the 

main pillars that support successful management. And according to (Haryanto et al, 2020), 

transparency and accountability are two fundamental principles that encourage openness of 

village financial information to the public, so that public trust in the village government 

increases. This village financial management process aims to manage village financial 

resources efficiently and effectively in order to support development and community 

empowerment at the village level.  The  components  of village financial management consist of   (a) Village finances, which are all  village rights 
and obligations that can be valued in  money,  including  all  forms of village income and expenditure used  for the implementation 




of village  government, development, community empowerment, and community 

development. (b)  Stages of Village Financial Management  include: the first stage of village 

financial planning is outlined in the Village Government Work Plan (RKP Desa) document 

 and  translated into  the Village  Revenue  and Expenditure  Budget  (APB Desa).  This  planning 

process involves village deliberations to ensure community participation, as conveyed by 

researchers (Hadi et al., 2022) emphasizing the importance of community participation in the 

village financial planning stage through village deliberations. This active participation 

ensures that community needs are well accommodated in the Village Government Work Plan 

(RKP Desa) document. The second stage is the implementation of village finances carried 
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out in accordance with the approved APBDesa. This implementation includes budget receipts 

and expenditures, such as payments for development activities and implementation of 

planned programs. The third stage of village financial administration includes recording 

every financial transaction in an orderly, accurate, and procedural manner. As in the study 

by (Ryabko et al., 2016) showed that good administration, including orderly and accurate 
recording of financial transactions, plays an important role in avoiding budget irregularities. 

Administration is carried out by the Head of Financial Affairs (Kaur) who is tasked with 

storing evidence of expenditure, receipts, and reporting. The fourth stage is Reporting, 

carried out periodically  in the form of a   Village Budget Implementation Realization Report.  

This report functions  to provide information on the  use of village funds to various parties, 
including local governments and the community. The fifth stage is Accountability,  carried 

out by the village   head  through  an accountability report on the realization of the    Village  

Budget implementation  at the end of  the  budget  year.  This report is audited by the authorized 

party, such as the Regional Inspectorate, to ensure accountability. In order for village 

financial management to run well, there are principles that must be met, namely transparency: 

information regarding village finances must be accessible to the community; Accountability: 

all financial management processes must be accountable administratively, technically, and 

legally; Participation: involving the community in the decision-making process; Budget 

Discipline: management must be in accordance with applicable regulations and the agreed 

budget. 


Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP is a document that contains standard operating procedures in carrying out an 

activity. In the context of village finance, SOP can be a work guide to ensure that the financial 

management process is carried out consistently and in accordance with the rules. The 

existence of SOP plays an important role as a technical guide that regulates the steps in 

implementing each village financial management process. According to (Susano &amp; 

Rachmawati, 2024) emphasized that clear and structured SOPs in village financial 

management help create legal certainty and reduce the risk of budget irregularities. SOPs are 

also technical guides for village officials to carry out their duties in a focused and efficient 

manner. Clear and structured SOPs can minimize the risk of irregularities and ensure 
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alignment  in the implementation of the   SISKEUDES application with applicable regulations. 

The Village Financial SOP (Standard Operating Procedure) is an official guideline that 

regulates  financial management at the  village   level  so that it  is   in accordance with applicable laws and regulations,   efficient, transparent, and 
accountable. This SOP is a reference for  the 

village government in managing village funds,  both from the central government, regional 

governments, and other sources. The stages in the Village Financial SOP are a) Village 

Financial Planning, holding a Village Deliberation (Musdes) to absorb community 

aspirations,  preparing the Village Government Work Plan (RKPDes)  as an annual reference. 

Preparing the Village Budget based on the RKPDes, submitting the draft Village Budget to 

the BPD for approval. Researchers (Rohman Kusmayadi, 2022) noted that the village 

financial planning stage involving the Village Deliberation (Musdes) is a crucial step to 

ensure that community aspirations are accommodated  in the Village Government Work Plan 

(RKPDes).   The preparation of the  Village  Budget  based on the   RKPDes is the first step for 

transparent and accountable fund management. b) Budgeting, after the Village Budget is 

approved by the BPD, the document is ratified as a Village Regulation (Perdes) concerning 

the Village Budget, the Village Budget document is submitted to the regent/mayor through 

the sub-district head for evaluation. Likewise, researchers (Maskun, MA, &amp; Istinah, 2021) 




showed that village financial budgeting through the ratification of the Village Budget by the 

BPD and evaluation by the local government increases the legitimacy and accountability of 

the planning process. c) Financial Implementation, Village Income: receiving village fund 

transfers from the central government, ADD, and other sources, recording each receipt in the 

general cash book. Meanwhile, Village Expenditure: carrying out expenditures according to 

the Village Budget, such as infrastructure development or community empowerment, 
completing each expenditure with supporting evidence (receipts, invoices, or notes). d) 

Administration, the Village treasurer records each transaction in the General Cash Book, 

Bank Book, Tax Book, Village Inventory Book and so on. Supporting documents, such as 

receipts or expenditure reports, are stored properly (Fauziah &amp; Hermawan, 2022) state that 

good village financial records, such as in the General Cash Book and Assistant Book, 

facilitate financial supervision and reporting. Neat documentation is also the basis for 

credible accountability. e) Reporting and Accountability, the Village Treasurer prepares a 

quarterly financial realization report. The report is submitted to the Village Head, BPD, and 
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the community. The year-end accountability is prepared in the form of a Village Budget 

Realization Report. Supporting Documents in the Village Financial SOP include: General 

Cash Book, Assistant Cash Book (Bank, Tax, Activities), Village Inventory Book, Receipts 

or purchase notes. Village Regulations on the Village Budget, Village Budget Realization 

Report (Surya &amp; Hasaniyah, 2022) highlight that quarterly financial reports submitted to the 

Village Head, BPD, and the community increase transparency and encourage community 

participation in village financial supervision. Challenges in the Implementation of the Village 

Financial SOP include: Lack of understanding of village officials about financial 

management, Technical constraints such as limited access to technology, Low community 

participation in supervision. According to (Yulianti &amp; Nirmala Arum Janie, 2020) the main 

obstacle in implementing the village financial SOP is the lack of understanding of village 

officials regarding financial management rules and procedures. This often leads to 

administrative errors or non-compliance with regulations. And According to (Zaman, 2023) 

found that limited access to technology, especially in remote areas, is an obstacle in 

implementing village financial management applications such as Siskeudes. Meanwhile, 

Solutions in the Implementation of Village Financial SOPs include Training and mentoring 

for village officials, Utilization of simple technology such as village financial management 

applications (Razak et al., 2024) suggest that regular training and technical mentoring for 

village officials can improve their competence in managing village finances 

(Miftahurrohman, 2023) emphasizes that the use of simple technology, such as digital-based 

financial management applications, can facilitate the recording and reporting of village 

finances. This also helps improve efficiency and accuracy in budget management. Increase 

transparency through information boards or village forums. Transparency and Participation 

in Village Financial Management according to Researchers (Oktavia &amp; Biduri, 2024) found 

that increased transparency through information boards or village forums contributed to 

strengthening Community supervision. Community involvement also encourages a sense of 

responsibility of the village government in managing funds. And Researchers (Mario Ade 

Pratama &amp; Tries Ellia Sandari, 2024) added that active community participation in village 

financial supervision can reduce the potential for irregularities and increase the 

accountability of village heads.                     
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Financial Performance 

Village financial performance is a measure of the effectiveness and efficiency of the 

village government in managing financial resources to achieve development goals. This 

performance includes how the village plans, implements, monitors, and reports the use of the 

budget to achieve village development goals in accordance with community needs and 

applicable legal provisions. The following is a detailed explanation of the aspects of village 

financial performance, including 1) Financial Planning, carried out through the Village 

Government Work Plan (RKP  Desa)  which  is  translated into  the Village Revenue and Expenditure Budget (APB Desa).   (Ade Putra Ode Amane et 
al., 2022) explained that village 

financial planning through the  Village Government Work Plan (RKP  Desa) and the  Village 

Revenue and Expenditure Budget  (APB Desa) is the first step  in  ensuring  the use of the budget   that is targeted and in accordance with 
community needs. Transparency in village 

deliberations is the key to increasing community participation in planning. Some important 




points: Village Income: Sourced from Village Funds, Village Fund Allocation (ADD), 

Village Original Income (PAD), tax sharing, regional levies, and other legitimate sources; 

Village Expenditure: Allocated for governance, development, community empowerment, 

and community development; Transparency: Financial plans must involve the community 

through village deliberations. (Hajar et al., 2022) emphasize the importance of preparing a 

comprehensive Village Budget, covering sources of income such as Village Funds (DD), 

Village Fund Allocations (ADD), and Village Original Income (PAD), to support sustainable 

development. 2) Financial Implementation, where the management of the Budget is the 
Village Head together with the village apparatus are responsible for implementing the budget 

according to the established Work Budget Plan (RKA). Efficiency: Using the budget 

optimally to minimize waste. Effectiveness: Ensuring that village spending has a positive 

impact according to the planned objectives, such as infrastructure development or improving 

community welfare (Rezeky et al., 2024) show that effective implementation of the village 

budget depends on strict supervision and efficient management. The village head is 

responsible for ensuring that every expenditure is in accordance with the Work Budget Plan 

(RKA) that has been prepared. 3) Financial Supervision, aims to ensure accountability and 

transparency in village financial management. There are several layers of supervision, 

namely Internal Village: Involving the Village Consultative Body (BPD) as the main 
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supervisor at the village level. External: Carried out by the District/City Inspectorate and 

other authorized institutions. Community Participation: Village communities have the right 

to supervise financial implementation through deliberation and public reports. 4) Reporting 

and Accountability, the village head is required to prepare periodic village financial reports 

which include: Budget Realization Report (LRA): Shows village income and expenditure; 

Village Asset Report: Includes assets owned by the village; End of Year Report: Submitted 

to the community and the district/city government; Public Accountability: The village must 

provide access to the community to find out the village financial report. 5) Village Financial 

Performance Indicators, village financial performance can be measured through several 

indicators, namely (a) Financial Ratio: Ratio of income to expenditure and Ratio of 

operational expenditure to capital expenditure (Kurnianti et al., 2024) state that the 

effectiveness of village spending can be measured by the extent to which development 

programs, such as infrastructure development or community empowerment, have a positive 

impact on the community (b) Timeliness: Accuracy of preparation of the Village APB and 

Accuracy of realization of expenditure and reporting. (c) Efficiency and Effectiveness: The 

ability of villages to optimize resources to achieve development goals. (d) Transparency: 

Publication of financial reports and community involvement. 6) Challenges in Village 

Financial Performance, Human Resource Capability: Village officials often lack capacity in 

financial management, Corruption and Misuse of Funds: Lack of strict supervision can 

increase the risk of misappropriation, (Oktavia &amp; Biduri, 2024) highlight that internal 

supervision by the Village Consultative Body (BPD) and external supervision by the 

Regency/City Inspectorate are very important to prevent budget irregularities. Participatory 

supervision by the community can also increase accountability. Regulatory Complexity: 

Changes in regulations are often an obstacle to budget implementation, Low Community 

Participation: Low community involvement can affect the quality of supervision and 

accountability. (Br Bancin et al., 2024) found that community involvement in village 
financial supervision, such as through village deliberations, can reduce the risk of corruption 

and increase transparency. 7) Efforts to Improve Village Financial Performance include HR 

training: Providing financial training to village officials, Strengthening the Village Financial 

Information System (Siskeudes): Integrating technology for transparency and accuracy of 

financial management, Tighter Supervision: Strengthening the role of the BPD and 
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encouraging Community supervision, Awards and Sanctions: Providing awards for villages 

that manage finances well and sanctions for violations. Optimal village financial 

performance is not only determined by the existence of technology such as SISKEUDES, 

but also by the village's ability to manage finances comprehensively and professionally. 


RESEARCH METHOD 

This study uses a quantitative method with an explanatory design. This method was 

chosen because it aims to test the causal relationship between the variables studied, namely 




the optimization of the SISKEUDES application, village financial management, standard 

operating procedures (SOP), and village financial performance. Explanatory research allows 

researchers to measure the direct and indirect effects between variables through statistical 

analysis. The study was conducted in villages located in Candi District, Sidoarjo Regency, 

East Java. This location was chosen because these villages have implemented the 

SISKEUDES application in village financial management. Data collection was carried out 

in a certain period that was relevant to the predetermined data collection schedule. The 
population in this study were all village officials involved in financial management in 

villages located in Candi District, Sidoarjo Regency, namely 24 villages. 

The sample determination used a purposive sampling technique. The sample was 

selected based on the following criteria: villages that have implemented the SISKEUDES 

application for at least one year and village officials who are responsible for village financial 

management, such as village heads, village secretaries, and village treasurers. The sample 

size is determined using the Slovin formula: Based on these calculations, a sample size of 

100 respondents was obtained. 

The type of data used in this study is quantitative data in the form of numbers or 

scores measured through research instruments. Data sources consist of primary data obtained 

directly from respondents through questionnaires and secondary data obtained from official 

documents, such as village financial reports and regulations related to village financial 

management. Data Collection Techniques use: 1) Questionnaires, as the main instrument for 

measuring research variables. 2) Documentation, which involves collecting secondary data 

from official documents such as APBDes realization reports and village SOPs. 
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Operational Definitions of Variables in this study use four main variables: 1) 

Optimization of SISKEUDES Application (X1): Use of applications to improve the 

efficiency and accountability of village financial management. 2) Village Financial 

Management (X2): A series of planning, implementing, recording, reporting, and 

accountability activities for village finances. 3) Standard Operating Procedures (SOP) (Z): 

Technical guidelines that support the implementation of village financial management. 4) 

Village Financial Performance (Y): Indicators of the success of village financial management 

that include efficiency, effectiveness, and accountability. Data analysis using SmartPLS 

software. 


RESULTS AND DISCUSSION 

Results of Respondent Characteristics 

This study involved 100 respondents from 24 villages in Candi District, Sidoarjo 

Regency. Respondents were village officials who were  directly involved in village financial management, consisting  of   village  heads,  village  
secretaries,  village  treasurers, and budget 

activity implementers. 

Table 1. Distribution of respondents by position 

Position Amount Percentage 

Village Head 24 24% 

Village Secretary 24 24% 

Village Treasurer 24 24% 

PKA/TPK 28 28% 

Total 100 100% 


Results of Research Instrument Testing 

Validity and Reliability Testing: (1) Validity testing shows that all indicators have an 

outer loading value &gt; 0.7, and AVE (Average Variance Extracted) for each construct is above 

0.5. This indicates that convergent validity is met. (2) Reliability testing shows that all 

constructs have Composite Reliability and Cronbach's Alpha values &gt; 0.7, indicating that this 

instrument is reliable. 

Description based on result. Explain the results, the relationship between variables, 

and the relationship with previous research. One of the main objects of the discussion is to 

set forth a complete and plausible explanation or theory for what was found. No one knows 
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the subject of your research as well as you do; on the other hand, the average reader has no 

time to re-read the discussion if he/she did not understand it the first time around. You do not 




want the reader to go through your paper several times to understand it -he/she simply will 

not. You have to be clear and logical in what you say and explain it in a way that makes sense 

the first time around. This is the most difficult part of writing a discussion.  

Scientific Writing Principles (ABC Framework): 

Table 2. Outer Model 

Variabel AVE CR Ket 

X1 0.62 0.88 

Valid dan 

reliabel 

X2 0.65 0.89 

Valid dan 

reliabel 

Z 0.67 0.90 

Valid dan 

reliabel 

Y 0.69 0.91 

Valid dan 

reliabel 


Table 3. Bootstrapping Test 

Hipotesis Correlation Koefisien 

T-

Statistik 

P-Value Ket 

H1 X1 → Y 0.21 2.45 0.015 Signifikan 

H2 X2 → Y  0.26 2.89 0.004 Signifikan 

H3 X1 → Z 0.30 3.22 0.001 Signifikan 

H4 X2 → Z 0.34 3.85 0.000 Signifikan 

H5 Z → Y 0.40 4.10 0.000 Signifikan 


X1 → Z → Y: 0.30 × 0.40 = 0.12 

X2 → Z → Y: 0.34 × 0.40 = 0.136 

Both indirect effects are significant, indicating that SOP acts as an intervening 

variable that strengthens the influence of X1 and X2 on Y.Accuracy: Each statement must be 

supported by precise empirical evidence. Quantitative data, statistical measures, and specific 

outcomes should be explicitly stated rather than relying on general observations. Present 

exact values, confidence intervals, and effect sizes where applicable. 
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Figure 1. Graph Of The Relationship Between Variables 


Discussions 

The Effect of Siskeudes Optimization on Financial Performance 

The results show  that  optimizing  the Siskeudes application has  a   significant effect  on  

improving  village financial   performance.  This shows that the use of  a digital system based 

on regulations can improve the efficiency of recording, reporting, and tracking  the use of 

village funds in   a transparent and accountable manner.  

 The Effect of Financial  Management   on   Financial  Performance 

Systematic  village financial management, according to   the stages of  planning, 

implementation, administration, reporting, and  accountability has a direct impact on the 
effectiveness of financial performance. This finding is consistent with the principles of 

accountability and budget discipline as the main pillars of village financial management. 

The Role of SOP as an Intervening Variable 

SOP has been shown to play an important role in bridging the influence of Siskeudes 
and financial management on performance. With a structured SOP, all financial activities 

become more consistent, independent of individuals, and in line with the principles of good 

governance. 

Relevance to SDGs No. 1 

Increased village financial performance has implications for the success of 

development programs based on community needs, such as increasing access to education, 

health, and infrastructure. Thus, this finding confirms the positive contribution of village 

financial governance to the achievement of SDGs No. 1: Poverty Eradication. 
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CONCLUSION 

Optimization of the Siskeudes application and systematic village financial 

management have proven to have a significant impact on improving village financial 

performance. The implementation of SOPs strengthens this relationship by ensuring 

consistency and accountability in every financial process. Good village financial 

performance further contributes to the achievement of sustainable development goals, 

especially poverty alleviation (SDGs No. 1), through targeted fund management and 

community empowerment 
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